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ASN DKP BANTEN DITUNTUT 2,6 TAHUN PENJARA KASUS KORUPSI 

PEMECAH OMBAK CITUIS 

 
Sumber gambar: 

 https://www.bantennews.co.id/asn-dkp-banten-dituntut-26-tahun-penjara-kasus-pemecah-ombak-cituis/ 

 

Isi Berita: 

SERANG – Terdakwa korupsi Proyek Breakwater PP Cituis, Asep Saepurohman dituntut 

Jaksa Penuntut Umum (JPU) penuntut 2,6 tahun penjara. 

Asep dinilai terbukti menerima suap sebesar Rp357 juta dari pengusaha bernama 

Parjianto agar memenangkan lelang proyek. 

“Menyatakan Asep Saepurohman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana korupsi pegaeai negeri atau penyelenggara negara yang 

menerima hadiah atau janji,” kata JPU Kejati Banten, Wisnu saat membacakan tuntutan 

di Pengadilan Tipikor  Serang pada Kamis (19/9/2024). 

Asep disebut jaksa terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang Tipikor tentang 

penerimaan suap PNS. Meski Asep tidak memiliki peran krusial dalam penentuan 

pemenang lelang, tapi dengan status PNS yang melekat, maka uang Rp407 juta yang 

diterima Asep dari Parjianto memenuhi unsur gratifikasi. 

Selain pidana penjara, Asep juga dituntut denda sebesar Rp50 juta subsidari 3 bulan 

penjara. 

Dalam pertimbangannya, JPU menilai hal yang memberatkan Asep yaitu tidak 

mendukung progam pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sedangkan hal 

meringankan yaitu terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, belum pernah dihukum 

dan telah mengembalikan sebagian uang yang diterimanya. 

“Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp357 juta kepada Parjianto,” ujar Wisnu. 

Sebelumnya, Pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten bernama Yan 

Junjung disebut mengetahui jika proyek Breakwater PP Cituis Tangerang dikerjakan oleh 

pihak ketiga. 

https://www.bantennews.co.id/asn-dkp-banten-dituntut-26-tahun-penjara-kasus-pemecah-ombak-cituis/


 
Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara/Agtasya Dwinta Putri 2 

Yan Junjung yang merupakan Kepala Bidang Pesisir dengan sengaja mempersilahkan 

Parjianto (DPO) untuk menjadi pemodal dan meminjam CV Kakang Prabu untuk 

pengerjaan proyek tersebut. 

Jaksa Penuntut Umum Kejati Banten, Subardi membacakan hasil pemeriksaan Parjianto 

saat tahap penyidikan pada Maret lalu. 

Parjianto tidak dapat dihadirkan menjadi saksi dalam persidangan karena saat ini dirinya 

kabur dan sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Jaksa kemudian 

membacakan hasil pemeriksaan tersebut di depan majelis hakim yang diketuai oleh 

Ichwanudin meskipun terdakwa merasa keberatan. 

Sebelum dilakukan pengumuman pemenang lelang proyek tersebut, pada 15 Februari 

2023 Parjianto menemui komisaris CV Kakang Prabu Kevin bersama rekannya Endang 

dan Rifki di kafe alun, Kota Serang. Di situ Parjianto ditawari Kevin untuk menjadi 

pelaksana proyek Breakwater dengan menunjukan RAB dan gambar. 

“Tanggapan saksi (Parjianto) kepada saudara Kevin adalah saksi bersedia untuk 

melaksanakan pekerjaan pembangunan Breakwater Cituis Tangerang,” kata Subardi. 

Setelah bersedia, keesokannya Kevin, Endang, dan Rifki dipertemukan dengan terdakwa 

Asep di Kafe Wandagaluh. Di sana mereka membicarakan komitmen fee sebesar 17 

persen dari nilai proyek karena Asep merupakan ASN di DKP Banten. 

Setelah sepakat dengan komitmen fee, di hari itu juga Parjianto diajak Asep untuk ke 

kantor DKP di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B). Keduanya bertemu 

dengan Yan Junjung di ruang kerjanya. Asep mengajak Parjianto bertemu dengan Yan 

Junjung sebagai upaya meyakinkan kalau proyek Breakwater tidaklah fiktif. 

Pada saat pertemuan itu Asep memperkenalkan Parjianto kepada Yan sebagai orang yang 

akan mengerjakan proyek tersebut. Yan diberi tahu juga kalau Parjianto meminjam 

bendera milik CV Kakang Prabu. Di sana juga ketiganya kembali menyepakati adanya 

komitmen fee 17 persen dari total proyek. 

“Tanggapan Yan Junjung saat itu adalah dia menyetujui jika nantinya yang akan 

melaksanakan pekerjaannya adalah saksi (Parjianto),” ujar Subardi. 

Setelah pertemuan itu, Parjianto dan Asep kembali ke Kafe Wanda Galuh. Kemudian, 

keduanya menandatangani surat perjanjian kerja sama yang isinya Parjianto menitipkan 

dana sebesar Rp200 juta kepada Asep. Jika pekerjaan tidak terealisasi maka Asep wajib 

mengembalikan uang tersebut. 

Atas keterangan itu, terdakwa Asep menyanggah kalau pembahasan di kantor Yan 

Junjung membahas komitmen fee serta Yan Junjung tidak mengetahui soal Parjianto yang 

meminjam bendera CV Kakang Prabu. 

“Ketika kami ke Yan Junjung tidak ada apembahasan fee tapi hanya perkenalan 

parjianto,” kata Asep. 
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Sumber Berita: 

1. https://www.bantennews.co.id/asn-dkp-banten-dituntut-26-tahun-penjara-kasus-

pemecah-ombak-cituis/, “ASN DKP Banten Dituntut 2,6 Tahun Penjara Kasus 

Korupsi Pemecah Ombak Cituis”, tanggal 19 September 2024. 

2. https://regional.kompas.com/read/2024/09/19/154437378/kasus-suap-proyek-

breakwater-eks-pejabat-dkp-banten-dituntut-25-tahun, “Kasus Suap Proyek 

Breakwater, Eks Pejabat DKP Banten Dituntut 2,5 Tahun Penjara”, tanggal 19 

September 2024. 

 

Catatan: 

• Terkait kondisi diatas diatur pada: 

a. Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 

2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: 

1) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang secara melawan 

hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau 

suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian 

negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara 

paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan 

denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling 

banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”;  

2) Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam hal tindak pidana korupsi 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, 

pidana mati dapat dijatuhkan”; dan 

3) Pasal 3 yang menyatakan bahwa” Setiap orang yang dengan tujuan 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya 

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau 

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 

tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”. 

b. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipidkor Pasal 

12 yang menyatakan bahwa “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau 

pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) 

dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): 

https://www.bantennews.co.id/asn-dkp-banten-dituntut-26-tahun-penjara-kasus-pemecah-ombak-cituis/
https://www.bantennews.co.id/asn-dkp-banten-dituntut-26-tahun-penjara-kasus-pemecah-ombak-cituis/
https://regional.kompas.com/read/2024/09/19/154437378/kasus-suap-proyek-breakwater-eks-pejabat-dkp-banten-dituntut-25-tahun
https://regional.kompas.com/read/2024/09/19/154437378/kasus-suap-proyek-breakwater-eks-pejabat-dkp-banten-dituntut-25-tahun
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1) Huruf e yang menyatakan bahwa “pegawai negeri atau penyelenggara negara 

yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara 

melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa 

seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran 

dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”. 

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Kekayaan Daerah: 

1) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa ” Jenis kekayaan Desa terdiri atas:  

a. tanah Kas Desa;  

b. pasar Desa;  

c. pasar Hewan;  

d. tambatan Perahu;  

e. bangunan Desa;  

f. pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa dan;  

g. lain-lain kekayaan milik Desa.” 

2) Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “lain-lain kekayaan milik Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :  

a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/Daerah;  

b. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak 

ketiga.  

c. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;  

d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan 

lain-lain sesuai dengan peraluran perundangan yang berlaku.  

e. hak Desa dari Dana Perimbangan, Pajak Daerah dan Retribusi Daera/l;  

f.  hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah 

Kabupaten/Kota;  

g. hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat; dan  

h.  hasil kerjasama desa.” 

3) Pasal 3 “(1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi 

milik desa.  

(2) kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan 

dokumen kepemilikan yang sah atas nama desa.” 
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